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ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi karena masih banyaknya nasabah yang 

belum bisa menepati janjinya dalam melakukan pembayaran pelunasan kredit di 

bank. Perjanjian kredit dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah 

sebagai debitur. Pelayanan kredit memberikan peluang mendapatkan modal guna 

memulai atau melanjutkan usahanya melalui pinjaman yang disediakan oleh bank. 

Dalam perjanjian kredit, bank memerlukan barang sebagai jaminan atas uang yang 

dipinjam oleh debitur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip kehati-

hatian yang diterapkan bank dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah 

dan untuk mengetahui hambatan dan solusi bank dalam pemberian kredit dengan 

jaminan hak atas tanah. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yang 

berarti mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan 

menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data yang 

diperoleh yaitu dengan teknik pengumpulan data studi lapangan berupa wawancara 

dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa di Bank Mandiri 

Cabang Slawi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada 

debiturnya dimulai dari tahap akuisisi atau tahap awal sampai tahap akhir debitur 

melunasi pinjamannya. Bank Mandiri kerap bekerja sama dengan jasa Debt 

Collector untuk membantu memudahkannya dalam melakukan penagihan kepada 

debitur yang melakukan tunggakan atau telat pembayaran. Faktor penyebab debitur 

melakukan wanprestasi yaitu usaha debitur mengalami kerugian dan ada debitur 

yang kondisi ekonominya sedang menurun. Bank Mandiri juga melakukan 

pendekatan komunikasi secara persuasif kepada debiturnya untuk segera 

melakukan pembayaran pinjamannya. Apabila debitur mengalami kendala dalam 

pembayaran kredit selama 3 bulan berturut-turut, maka kreditur berhak melakukan 

penyegelan jaminan sertifikat debitur, dikarenakan kreditur sudah dibekali Hak 

Tanggungan. 

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Bank, Kredit, Jaminan, Tanah 
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ABSTRACT 

The background of this research is because there are still many customers 

who have not been able to keep their promises in making credit repayment 

payments at the bank. The credit agreement is made between the bank as the 

creditor and the customer as the debtor. Credit services provide opportunities to 

obtain capital to start or continue a business through loans provided by banks. In 

the credit agreement, the bank requires goods as collateral for the money borrowed 

by the debtor. The purpose of this study was to find out the precautionary principle 

applied by banks in granting credit secured by land rights and to find out the 

obstacles and solutions for banks in granting credit secured by land rights. 

This research method uses a Juridical Empirical approach, which means 

studying the legal provisions that apply in society by using primary data, secondary 

data, and tertiary data. The data sources obtained were field study data collection 

techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis used a 

qualitative descriptive method. 

Based on the research results, it can be obtained that at Bank Mandiri, the 

Slawi Branch applies the precautionary principle in providing credit to its debtors 

starting from the acquisition stage or the initial stage until the final stage when the 

debtor repays the loan. Bank Mandiri often works with Debt Collector services to 

help make it easier to collect debtors who are in arrears or are late in making 

payments. The factors that cause debtors to default are that the debtor's business 

suffers losses and there are debtors whose economic conditions are declining. Bank 

Mandiri also takes a persuasive communication approach to its debtors to make 

loan payments immediately. If the debtor experiences problems in paying credit for 

3 consecutive months, the creditor has the right to seal the collateral for the debtor's 

certificate, because the creditor has been provided with a Mortgage Right. 

Keywords: Prudential Principles, Banks, Credit, Collateral, Land
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. 1Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam 

yaitu sistem ekonomi yang dikembangkan tidak berbasis persaingan serta 

atas asas yang sangat individualistik. Hal ini berarti asas memiliki 

pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan 

manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. 

Penerapan sistem perekonomian di Indonesia salah satunya menggunakan 

sistem ekonomi kerakyatan yang mana yaitu rakyat tetap berperan sebagai 

pelaku utama, namun kegiatan ekonominya banyak didasarkan mekanisme 

pasar.  

 Roda ekonomi adalah segala bentuk kegiatan di dalam sektor 

perekonomian.2  Salah satu cara untuk membantu menggerakkan roda 

ekonomi yaitu masyarakat yang secara luas mampu menemukan ide-idenya 

yang mana setelah itu akan dibuat produk dan dikembangkan menjadi bisnis 

dengan cara menjualkannya di pasaran. Keterikatan antara pekerjaan 

 
1 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 
2 https://kbbi.lektur.id/roda-perekonomian diakses pada Tanggal 8 September 2022 jam 13.21 

https://kbbi.lektur.id/roda-perekonomian
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dengan roda ekonomi sangatlah besar. Karena dalam perekonomian sebuah 

negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Yang mana 

artinya di dalam kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa 

dilihat dari faktor tenaga kerjanya.3  

 Dengan adanya pekerjaan maka ada yang namanya penghasilan. 

Penghasilan tersebut bisa disimpan dan/atau ditabung di dalam Bank untuk 

tabungan keperluan hari kelak. Menurut Undangl-Undang lNo. 10 Tahunl 

1999 tentangl perubahan atasl UU lNo. 7 Tahunl 1992 tentangl Perbankan 

padal Bab 1l dan Pasall 1 ayatl (2)4 dijelaskanl bahwa, Bankl adalah badanl 

usaha yangl menghimpun danal dari masyarakatl dalam bentukl simpanan danl 

menyalurkannya kepadal masyarakat dalaml bentuk kreditl dan/ataul bentuk-

bentukl lainnya dalaml rangka meningkatkanl taraf hidupl rakyat lbanyak. 

Adapun padal Pasal 1l ayat (1l) dijelaskan tentangl definisi lperbankan, 

perbankan adalahl segala sesuatul yang menyangkutl tentang lbank, 

mencakup lkelembagaan, kegiatan lusaha, serta caral dan prosesl dalam 

melaksanakanl kegiatan lusahanya.5 Bank memudahkan masyarakat dalam 

mengelola keuangan masyarakat untuk selanjutnya masyarakat gunakan 

untuk keperluannya masing-masing. 

 
3 https://www.kompas.com diakses pada Tanggal 8 September 2022 jam 13.43 

4 Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 ayat (2) 
5 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 6  

https://www.kompas.com/
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 Bank juga menerapkan perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit, 

tentunya hal ini memudahkan masyarakat khususnya masyarakat dengan 

ekonomi menengah ke bawah. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah 

karena masyarakat banyak yang ingin memulai usahanya tetapi banyak yang 

terkendala dengan keuangannya. Dengan adanya kredit Bank, memudahkan 

masyarakat dalam menerima uang dalam jangka dekat. 

 Kredit sendiri berasal daril bahasa Romawil crede yangl berarti 

percayal atau credol atau credituml yang berartil saya lpercaya. Seseorang 

yangl mendapatkan kreditl adalah seseorangl yang telahl mendapat 

kepercayaanl dari lkreditur. Dari kamusl Hukum lekonomi, kredit adalahl 

“kecakapan seseorangl atau suatul perusahaan untukl mendapatkan pinjamanl 

uang, penyediaanl uang ataul tagihan-tagihanl yang dapatl disamakan denganl 

itu berdasarkanl perjanjian pinjaml meminjam antaral kreditur denganl 

debitur”.6  

 Dalam perjanjian lkredit, Bank memerlukan barang sebagai jaminan 

kreditur atas uang yang dipinjam oleh debitur. Jaminan dalaml dunia 

perbankanl sudah tidakl asing lagil didengar, terutamal dalam pelayananl 

kredit lBank. Pelayanan kreditl memberikan peluangl mendapatkan modall 

guna memulail dan/ataul melanjutkan usahanyal melalui pinjamanl yang 

disediakanl oleh lBank. Dengan Bankl memberikan pinjamanl kepada 

 
6 Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit, Jakarta: Sinar Grafika, 

2009, hlm. 9 
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nasabahl-nasabahnya (debiturl) maka paral nasabah perlul memberikan 

jaminanl kepada Bankl sebagai itikadl baik daril nasabah untukl melunasi 

pinjamanl kredit daril Bank. Pasalnyal dengan diterapkannya jaminan, 

termasuk prosedur Bank dalam berhati-hati kepada nasabahnya. 

 Walaupunl pemberian kreditl oleh Bankl kepada nasabahnyal melalui 

persetujuanl dalam bentukl perjanjian lkredit, tidak menutupl kemungkinan 

bahwal nasabah (debiturl) mengingkari perjanjianl tersebut. Jadil perjanjian 

kreditl saja tidaklahl cukup untukl menjamin pembayaranl utang kreditl yang 

sudahl dijanjikan olehl debitur kepadal kreditur karenal akan menyebabkanl 

terjadinya kreditl macet danl hal itul tentunya sangatl berisiko sekalil bagi 

pihak Bank. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara 

kreditur dengan debitur tidak berjalan sebagaimana semestinya karena 

pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga timbul masalah. 

Maka  harus adanya prinsip kehatil-hatian yangl diterapkan oleh pihak bankl 

dalam memberikan jaminan kepadal para nasabahnya (debitur). 

 Pentingnya penggunaan prinsip kehati-hatian Bank dalam 

memberikan kredit kepada nasabah atau debiturnya, sehingga menjadikan 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM 

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank dalam 

pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah? 

2. Bagaimana hambatan dan solusi bank dalaml pemberian kreditl dengan 

jaminanl hak atasl tanah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untukl mengetahui prinsipl kehati-hatianl yang diterapkanl bank dalaml 

pemberian kreditl dengan jaminanl hak atasl tanah. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi bank dalam pemberian kredit 

dengan jaminan hak atas tanah.  

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata, 

khususnya dalam prinsip kehatil-hatian bankl dalam pemberianl 

kredit denganl jaminan hakl atas ltanah. 

b. Penelitianl ini diharapkanl dapat menjadil acuan ataul referensi 

penelitianl dibidang hukuml perdata khususnyal mengenai prinsipl 

kehati-hatianl bank dalaml pemberian kreditl dengan jaminanl hak 

atasl tanah. 



6 

 

2. Secaral Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk memberikan solusi dan sumbangsih pemikiran terhadap 

permasalahan yangl diteliti. 

c. Menjadil sarana penulisl dalam mengembangkanl pola berpikirl dan 

meningkatkanl penalaran atasl apa yangl sedang lditeliti. 

d. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit 

dengan jaminan hak atas tanah.  

E. Terminologi 

Dalam penelitian ini penulis memilih judul : “Prinsip Kehati-hatian 

Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah”. Untuk 

menjelaskan arti dari kata-kata yang ada pada judul tersebut, penulis akan 

menguraikan tulisan sebagai berikut : 

1. Prinsip Kehati-hatian 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, prinsip kehati-hatianl yaitu suatul asas yangl mengatakan 

bahwal bank dalaml menjalankan kegiatannyal wajib menerapkanl prinsip 
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kehatil-hatian dalaml rangka melindungil dana masyarakatl yang 

dipercayakanl padanya.7 

2. Bankl  

Menurutl kamus besarl bahasa lIndonesia, Bank yaitul badan usahal 

di bidangl keuangan yangl menarik danl mengeluarkan uangl masyarakat, 

terutamal memberikan kreditl dan jasal dalam lalul lintas pembayaranl dan 

peredaranl uang.8 

3. Kredit  

Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang 

kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, 

dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Penyediaan uangl 

dan tagihanl yang dapatl dipersamakan berdasarkanl kesepakatan pinjaml 

antara bankl dengan pihakl lain yangl mewajibkan pihakl peminjamnya 

untukl melunasi utangnyal dengan jangkal waktu ltertentu.9 

4. Jaminan 

Jaminan adalah segala bentuk barang, harta, atau benda yang 

diberikan oleh debitur kepada kreditur bank dalam pengajuan suatu 

pinjaman atau kredit. Jaminan bisa berupa sertifikat tanah, surat-surat 

kendaraan, dan lain sebagainya.10   

 
7 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/927/787 diakses pada Tanggal 9 

September jam 14.32 
8 https://kbbi.web.id/bank diakses pada Tanggal 9 September jam 14.38 
9 Kamsir, Bank dan lembaga keuangan, 1999, hlm. 10 
10 https://kamus.tokopedia.com/j/jaminan/ diakses pada Tanggal 9 September jam 15.10 

https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/927/787
https://kbbi.web.id/bank
https://kamus.tokopedia.com/j/jaminan/
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5. Hak Atas Tanah 

Hakl Atas Tanahl adalah hakl penguasaan atasl tanah yangl 

berisikan segalal wewenang, kewajibanl serta laranganl bagi pemegangl 

haknya untuk berbuat sesuatu apa saja mengenai tanah yang sudah 

menjadi haknya.11  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatanl Penelitian 

Metodel penelitian yang digunakanl dalam penelitianl ini 

merupakan pendekatanl yuridis empiris, yaitul penelitian yangl 

berdasarkan data primer/dasar, yaitu data  yang diperoleh langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), ataupun 

penyebaran kuesioner.12 Dalam hal ini meneliti bagaimana prinsip 

kehati-hatian yang diterapkan bank serta hambatan dan solusi bank 

dalaml pemberian kreditl dengan jaminanl hak atasl tanah. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang 

 
11 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/678/5/121803010_file%205.pdf diakses pada 

Tanggal 9 September jam 15.22 
12 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 

149 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/678/5/121803010_file%205.pdf
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diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa 

mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.13 

3. Sumber Data  

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis 

menggunakan data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data 

yang digunakan yaitu sumber datal primer danl sumber datal sekunder, 

sebagail berikut :  

a. Sumberl Data Primerl  

Hasil datal ini diperoleh dari sumber pertama yaitu 

wawancara yangl dilakukan secara langsung olehl penulis kepada 

narasumber atau pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.  

b. Sumber Data Sekunderl  

Hasil datal ini diperoleh daril sumber bukul-buku sebagail 

pelengkap sumberl data lprimer. Sumber datal sekunder inil diperoleh 

daril studi kepustakaanl seperti Peraturanl Perundang-lUndangan, 

buku, ljurnal, artikel danl hasil ilmiahl lainnya. Datal sekunder 

penelitianl ini terdiril dari : 

1) Bahanl Hukum Primerl 

Bahanl hukum primerl merupakan bahan hukum yang 

utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni 

 
13 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 6 
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bahan hukum yang mempunyai otoritas.  Bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim, yaitu : 

a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  

c) Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata tentang perlindungan 

terhadap kreditur 

d) Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

prinsip kehatil-hatian bankl dalam pemberianl kredit denganl 

jaminan hakl atas tanahl  ini adalah jurnal, buku-buku serta hasil 

penelitian sesuai dengan penelitian ini.  

3) Bahanl Hukum Tersierl  

Bahanl hukum tersierl merupakan bahanl hukum yangl 

memberikan petunjukl dan penjelasanl terhadap bahanl hukum 

primerl dan bahanl hukum sekunderl seperti kamusl hukum danl 

kamus besarl Bahasa lIndonesia.  

4. Metode Pengumpulan Penelitian  

1) Pengumpulanl Data Primerl  

Pengumpulanl data menggunakanl metode inil dilakukan 

denganl wawancara bebasl terstruktur yaitul dengan caral 
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mempersiapkan pertanyaanl-pertanyaan sebagail acuan, akanl tetaoi 

masihl dimungkinkan adanyal penambahan variasil-variasi 

pertanyaanl yang disesuaikanl dengan situasil saat melakukanl 

wawancara.  

2) Pengumpulanl Data Sekunderl 

Merupakanl sumber datal yang diperolehl dari kepustakaanl 

dengan membacal serta mengkajil bahan-bahanl kepustakaan untukl 

mendapatkan informasil dalam bentukl ketentuan formall maupun 

datal melalui naskahl resmi. Pengumpulanl data olehl penulis akanl 

dilakukan denganl cara membacal literature yangl relevan terhadapl 

prinsip kehatil-hatian bankl dalam pemberianl kredit denganl jaminan 

hakl atas ltanah.  

5. Analisis Data  

Analisisl data yangl digunakan adalahl deskriptif kualitatifl yaitu 

pengelolaanl data yangl diperoleh baikl dari penelitianl pustaka maupunl 

penelitian llapangan, yang disusunl secara sistematisl dan dapatl 

dipertanggung jawabkanl guna mendapatkanl kesimpulan yangl 

disesuaikan denganl permasalahan yangl diteliti.  

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PRINSIP KEHATI-

HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN 

JAMINAN HAK ATAS TANAH”. untuk mempermudah pemahaman 
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materi maka penulis akan menguraikan melalui sistematikal penulisan yangl 

terdiri daril 4 (empatl) bab, lyaitu : 

BAB Il  : PENDAHULUANl 

Dalam bab inil berisikan alasan apa dan mengapa 

penelitian perlu dilakukan, serta penulis akan 

menyajikan beberapa hal yang dimuat dalam bab ini 

diantaranya yaitu Latarl Belakang lMasalah, 

Perumusan lMasalah, Tujuan lPenelitian, Manfaat 

lPenelitian, Terminologi, Metodel Penelitian, danl 

Sistematika lPenulisan. 

  BAB II  : TINJAUAN PUSTAKAl 

Selanjutnya pada babl ini, dimana penulisl akan 

menjelaskanl lebih luasl terkait judul yang diteliti 

yaitu “Prinsip Kehatil-hatian Bankl Dalam 

Pemberianl Kredit Denganl Jaminan Hakl Atas 

Tanahl” serta dikaji secara terbuka dan dikemukakan 

melalui teori-teori hukum yang akan dilakukan olehl 

penulis dil dalam lpenelitiannya. 

  BAB III : HASIL PENELITIANl 

Berikutnya pada babl ketiga akanl dilakukan 

metodelogi penelitian yang memuat 5 (lima) sub 

bab yaitu : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, 
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Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian 

Data, Metode Analisis Data. l 

  BAB IV : PENUTUP 

Di dalaml penelitian ini akan diakhiri dengan bab 

keempat yaitu penutup. Bab keempat berisikan 2 

(dua) sub bab, yakni kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-Hatian  

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian 

Prinsipl kehati-hatianl atau yangl bisa disebutl juga denganl 

Prudential lPrinciple, di ambill dari katal dalam bahasal inggris 

“Prudentl”  yang artinyal bijaksana. Istilahl Prudent seringl dikaitkan 

denganl fungsi pengawasanl bank danl juga manajemenl bank. Dalaml 

dunia lperbankan, istilah inil digunakan untukl “asas kehatil-hatian”. Olehl 

karena litu, di Indonesial muncul istilahl pengawas bankl berdasarkan asasl 

kehati-hatianl yang manal selanjutnya asasl kehati-hatianl tersebut 

digunakanl secara meluasl dalam konteksl yang lberbeda.14 

Menurutl Vaithzal Rivail dalam bukul “Islamic Financiall 

Management” menjelaskanl bahwa prinsipl kehati-hatianl merupakan 

prinsipl untuk melindungil pembiayaan daril berbagai permasalahanl 

dengan caral mengenal costumerl baik melaluil identitas calonl costumer, 

dokumenl pendukung informasil dari calonl customer, danl sebagainya.15 

 
14 Zumrotun Nasikhah, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam 

Meminimalisir Risiko Pembiayaan. Skripsi Tanggal 15 Juni 2015 hlm. 27  
15 Vaithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis 

Untuk Lembaga Keuangan, nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 

Offset, 2008), hlm. 617  
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Prinsipl kehati-hatianl juga dapatl di definisikanl sebagai suatul 

prinsip yangl menyatakan bahwal bank dalaml menjalankan fungsinyal 

dan kegiatanl usahanya wajibl bersikap hatil-hati dalaml rangka 

melindungil masyarakat yangl dipercayakan padanyal dan perbankanl 

syariah diwajibkanl menjaga tingkatl kesehatannya.16 

Prinsipl kehati-hatianl ini sangatl penting danl perlu mendapatl 

perhatian yangl khusus, hall ini mengingatl definisi bankl yang diaturl 

dalam Pasall 1 ayatl (2) Undangl-Undang lNo. 21 Tahunl 2008,17 lyaitu: 

“Bank adalahl badan usahal yang menghimpunl dana daril masyarakat 

dalaml bentuk kreditl atau bentukl lainnya dalaml rangka meningkatkanl 

taraf hidupl rakyat.”  

lJadi, bank sebagail kreditur yangl memberikan pembiayaanl atau 

kreditl kepada masyarakatl harus bertindakl dengan prinsipl kehati-hatianl 

karena danal yang disalurkanl kepada masyarakatl tersebut yangl berupa 

kreditl atau pembiayaanl pada dasarnyal adalah danal yang dihimpunl dari 

masyarakatl dalam bentukl simpanan. Sehinggal dana yangl disalurkan 

dalaml bentuk kreditl atau pembiayaanl tersebut harusl dapat 

dipertanggungl jawabkan kepadal nasabah lpeminjam.  

 
16 Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

hlm. 144 
17 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
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Selainl itu, jikal bank tidakl mampu menyalurkanl pembiayaan, 

sementaral dana yangl dihimpun terlalul banyak makal akan 

menyebabkanl bank tersebutl rugi. Olehl karena litu, pengelolaan jumlahl 

kredit, penentuanl margin, prosedurl pemberian lkredit, analisis 

pemberianl kredit sampail pada pengendalianl pembiayaan yangl macet 

harusl benar-benarl diperhatikan.18 

Bentukl pertanggung jawabanl tersebut adalahl bank harusl berhati-

hatil dalam memberikanl pembiayaan. Selainl itu bankl juga harusl 

melakukan lpengelolaan, pembinaan, danl pengawasan secaral teliti danl 

hati-lhati. Sehingga danal yang disalurkanl dalam bentukl kredit ataul 

pembiayaan tersebutl dapat dilunasil dan padal akhirnya danal tersebut 

dapatl kembali kepadal nasabah yangl telah menyimpanl dananya dil bank.  

2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Islam 

Penerapanl prinsip kehatil-hatian dilakukanl dengan tujuanl 

pembiayaan yangl diberikan mencapail sasaran danl aman. Yangl mana 

artinyal adalah pembiayaanl tersebut harusl diterima pengembaliannyal 

secara ltertib, teratur, danl tepat waktul sesuai denganl perjanjian antaral 

bank danl nasabah sebagail penerima danl pemakai lpembiayaan. Hal 

tersebutl seperti yangl terdapat padal Q. lS. Ali ‘Imranl (3) : 75l yaitu:  

 
18 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 91. 
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نْ اِنْ تأَمَْنْهُ  ٖٓ اِليَْكََۚ وَمِنْهُمْ مَّ ه  ٖٓ اِليَْكَ الََِّّ  وَمِنْ اهَْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يُّؤَد ِ ه  بِدِيْنَارٍ لََّّ يؤَُد ِ

نَ سَبيِْل َۚ وَيقَوُْلوُْنَ عَلَ  ي   ِ الْكَذِبَ وَهُمْ  مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاۤىِٕمًا ۗ ذٰلِكَ بِانََّهُمْ قَالوُْا ليَْسَ عَليَْنَا فِى الَّْمُ ِ ى اللّٰه

ََ (٧٥) يعَْلمَُوْن  

Artinya: Danl di antaral ahli kitabl ada orangl yang jikal engkau 

mempercayakanl kepadanya hartal yang lbanyak, 

dikembalikannya lkepadamu, dan dil antara merekal ada 

orangl yang jikal engkau mempercayakanl kepadanya satul 

dinar, tidakl dikembalikannya lkepadamu, kecuali jikal 

engkau selalul menagihnya. Yangl demikian itul lantaran 

merekal mengatakan “tidakl ada dosal bagi kamil terhadap 

orangl-orang yangl buta lhuruf.” Mereka mengatakanl hal 

yangl dusta terhadapl Allah, padahall mereka lmengetahui. 

19 

  Tafsirl ayat tersebutl yaitu Allahl SWT memberitakanl perihal 

orangl-orang lYahudi, bahwa dil antara merekal ada orangl-orang yangl 

khianat, danl Allah SWTl memperingatkan kauml mukmin agarl 

bersikap waspadal terhadap lmereka, jangan sampail terperdaya. Danl 

di antaral mereka adal orang yangl jika kamul mempercayakan 

kepadanyal satu ldinar, orang itul tidak mengembalikannyal kepadamu 

kecualil jika kamul selalu lmenagihnya. Maksudnya adalahl dengan 

 
19 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Imran (3) : 75  
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terusl-menerus menagihl dan mendesaknyal agar melunasil hakmu. 

Apabilal demikian sikapnyal terhadap satul dinar, makal terlebih lagil 

jika menyangkutl yang lebihl banyak, makal orang itul tidak akanl 

mengembalikannya lkepadamu.  

lKemudian, proses penyaluranl dana harusl mengacu kepadal 

kebijakan yangl berlaku, baikl ketentuan bankl maupun kebijakanl 

umum penyaluranl dan bankl sendiri yangl didasarkan padal asas 

penyaluranl dana yangl sehat.20  

Selainl itu, setiapl pejabat bankl yang berhubunganl dengan 

penyaluranl dana harusl menempuh prosedurl yang sehatl dan lbenar, 

termasuk prosedurl persetujuan penyaluranl dana, dokumentasil dan 

administrasil serta prosedurl pengawasan penyaluranl dana. Yangl 

dimaksud denganl penyaluran danal yang sehatl adalah bahwal setiap 

nasabahl harus melaluil suatu prosesl penilaian secaral obyektif, yangl 

memberikan keyakinanl bahwa nasabahl tersebut dapatl memenuhi 

kewajibannyal dalam mengembalikanl dana bankl yang telahl 

dipinjam sesuail perjanjian.21 

 
20 Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2008), hlm. 95 
21 Ibid, hlm. 96 
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Dalaml mempertimbangkan pemberianl pembiayaan kepadal 

nasabah,  terdapatl beberapa persyaratanl yang harusl dipenuhi, yangl 

dikenal denganl prinsip l5C, yaitu:22 

1. Characterl (Karakteristik)  

Penilaianl pada karakteristikl ini menyangkutl sifat danl 

karakteristik daril nasabah. Sepertil latar belakangl keluarga, lhobi, 

cara hidupl yang ldijalani, kebiasaan-kebiasaanl dan llainnya. 

Tujuannya memahamil prinsip karakterl ini adalahl pihak bankl 

bisa mengetahuil kejujuran seorangl nasabah ataul dengan istilahl  

lainnya adalahl “Willingness tol pay”. Untukl memperoleh  

gambaranl tentang karakteristikl calon nasabahl bisa dilakukanl 

dengan menelitil hal-hall sebagai lberikut, yaitu: 

a. Menelitil riwayat hidupl calon nasabahl 

b. Menelitil reputasi calonl nasabah dil lingkungan 

lusahanya. 

c. Memintal informasi daril bank lainl 

d. Mencaril informasi kepadal asosiasi-asosiasil usaha 

tempatl calon nasabahl berada 

e. Mencaril informasi apakahl calon nasabahl memiliki latarl 

belakang yangl suka foyal-foya 

 
22 Khaerul Umam, Managemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 234  
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Ketikal melakukan wawancaral dengan nasabahl terdapat 

nilail-nilai yangl dapat diperhatikanl di dalaml dirinya, yaitul 

antara llain:23 

a. Sociall value 

b. Theoriticall value 

c. Estheticall value  

d. Economicall value 

e. Regiliousl value 

f. Politicall value 

Seorangl nasabah yangl memiliki valuel yang sangatl 

dominan terhadapl bidang economicall value danl political valuel 

cenderung mempunyail i’tikadl atau karakterl yang tidakl baik. 

lIdealnya, karakter nasabahl harus memilikil nilai-nilail atau 

valuesl yang berimbangl dalam ldirinya. Hal tersebutl juga 

ditekankanl pada lQ.S. All-Anfal (8l) : 27 lyaitu: 24 

ا امَٰنٰتكُِمْ وَانَْتمُْ تعَْلمَُوْنَ  سُوْلَ وَتخَُوْنوُْٖٓ َ وَالرَّ                                                 يٰٖٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََّ تخَُوْنوُا اللّٰه

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga 

 
23 Ibid, hlm. 234 
24 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-Anfal (8) : 27 
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janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.   

lKemudian, dalam haditsl Qudsi daril Abu lHurairah, 

Rasulullah SAWl bersabda bahwal Allah SWTl “Aku adalahl 

pihak ketigal dari orangl yang berserikatl selama salahl satu pihakl 

tidak lmengkhianati. Jika salahl satu pihakl mengkhianati, akul 

keluar daril mereka.” (lHARI. Abu Dawudl). 

2. Capacityl (Kemampuan) 

Yangl dimaksud Dalaml prinsip inil adalah bankl dapat 

menilail kemampuan seorangl pebisnis mengelolal usahanya, 

terutamal pada masal-masa sulitl sehingga nantil akan terlihatl 

“Ability tol pay” ataul kemampuan membayarl seorang lnasabah. 

Karena kemampuanl yang dimilikil masing-masingl orang itul 

berbeda. Setiapl orang memilikil bakatnya masingl-masing ataul 

keahliannya yangl berbeda denganl orang lainl dan itul pada 

dasarnyal telah menjadil keunggulannya  yangl lebih 

dibandingkanl dengan orangl lain. 25 

3. Capitall (Modal) 

Capitall adalah jumlahl dana ataul modal yangl dimiliki olehl 

nasabah. Semakinl besar modall sendiri dalaml perusahaan, makal 

 
25 Irham Fahmi, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 92  
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semakin tinggil kesungguhan calonl nasabah menjalankanl 

usahanya danl bank akanl merasa lebihl yakin memberikanl 

pembiayaan lterhadapnya. Kemampuan modall sendiri akanl 

menjadi acuanl agar tidakl mendapat guncanganl dari lluar, 

misalnya apabilal terjadi kenaikanl suku lbunga. Penilaian akanl 

besarnya modall sendiri inil adalah bertujuanl untuk mengingatl 

pembiayaan bankl hanya sebagail tambahan modall saja bukanl 

untuk membiayail secara keseluruhanl modal yangl diperlukan. 

Modall sendiri inil juga akanl menjadi bahanl pertimbangan bankl 

sebagai buktil kesungguhan dan tanggung jawabl sang nasabahl 

dalam menjalankanl usahanya, karenal ikut menanggungl risiko 

apabilal terjadi kegagalanl dalam usahanyal tersebut.  

4. Collaterall 

Collaterall merupakan barangl yang diserahkanl nasabah 

sebagail agunan ataul jaminan lterhadap pembiayaan yangl 

diberikan olehl bank. Penilaianl barang agunanl ini meliputil jenis 

llokasi, bukti lkepemilikan, dan statusl hukumnya. Penilaianl 

terhadap barangl agunan dapatl ditinjau daril dua segil yaitu: 

a. Segil Ekonomis, yaitul nilai ekonomil dari barangl jaminan 

yangl diserahkan olehl nasabah. 

b. Segil Yuridis, yaitul melihat apakahl barang-barangl yang 

diserahkanl sebagai jaminanl telah memenuhil sebagai 
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syaratl yuridis untukl dipakai sebagail jaminan ataul 

agunan. Denganl meminta collaterall yang baikl dapat 

mengurangil risiko pemberianl pembiayaan. 

5. Conditionl Of Economyl 

Conditionl of economyl adalah menilail kredit padal kondisi 

lekonomi, sosial danl politik yangl ada sekarangl dan prediksil 

untuk dil masa yangl akan ldatang. Penilaian kondisil atau prospekl 

bidang usahal yang dibiayail hendaknya benarl-benar memilikil 

prospek yangl baik, sehinggal kemungkinan kreditl bermasalah 

itul sangat lkecil.26 

B. Tinjauan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bankl 

Bankl adalah lembagal keuangan yangl menerima berbagail jenis 

simpananl dan mempergunakanl dana yangl terhimpun dil bank terutamal 

untuk pemberianl kredit. Istilahl bank tidakl hanya menyangkutl pada 

bankl umum sajal tetapi jugal institusi depositorilainl seperti asosiasil 

simpan danl pinjam (Savingl and Loanl Associations). Bankl tabungan 

bersamal (Mutual Savingl Banks) danl serikat kreditl (Credit Unionsl). 

Semula bankl umum berbedal dengan jenisl institusi depositoril lainnya 

tersebutl dalam fungsil dan lkegiatannya, namun denganl adanya 

 
26 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 118  
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deregulasil di bidangl keuangan ternyatal perbedaannya lmenghilang. 

Institusi depositoril tersebut semuanyal dapat menerbitkanl cek danl 

memberikan lkredit. Karena itul semuanya dapatl dipandang sebagail 

bank.27  

Menurutl kamus istilahl hukum Fockemal Andreae, yangl 

dimaksud denganl bank ialahl suatu lembagal atau orangl pribadi yangl 

menjalankan perusahaanl dalam menerimal dan memberikanl uang 

daril/dan kepadal perusahaan dalaml menerima danl memberikan uangl 

dari/danl kepada pihakl ketiga. Berhubungl dengan adanyal cek yangl 

hanya dapatl diberikan kepadal banker sebagail tertarik, makal bank 

dalaml arti luasl adalah orangl atau lembagal yang dalaml pekerjaannya 

secaral teratur menyediakanl uang untukl pihak lketiga.28  

Menurutl UU lNo. 10 Tahunl 1998, bankl adalah badanl usaha yangl 

menghimpun danal dari masyarakatl dalam bentukl simpanan danl juga 

menyalurkannyal kepada masyarakatl dalam bentukl kredit ataul juga 

bentukl-bentuk lainnyal dalam rangkal untuk meningkatkanl taraf hidupl 

rakyat lbanyak.29    

 
27 Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita, 

(Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), hlm. 4 
28 Ibid, hlm. 4 
29 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 24  
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Berdasarkanl pengertian dil atas, dapatl disimpulkan bahwal bank 

merupakanl perusahaan yangl bergerak dalaml bidang  lkeuangan, artinya 

aktivitasl perbankan selalul berkaitan dalaml bidang lkeuangan.  

2. Jenis-Jenis Bank 

Jenisl-jenis Bankl diatur denganl struktur yangl lebih sederhanal  

dalam Undangl-Undang Perbankanl No. 10l Tahun l1998. Berdasarkan  

Pasall 5 UUl Perbankan, jenisl bank dibagil menjadi l2, yaitu: 

a. Bankl Umum 

”Bankl umum adalahl bank bankl yang melaksanakanl 

kegiatan usahal secara konvensionall dan/ataul berdasarkan 

prinsipl syariah yangl dalam kegiatannyal memberikan jasal dalam 

lalul lintas pembayaranl”30 

Selainl itu, Bankl Umum dapatl mengkhususkan diril untuk 

melaksanakanl kegiatan tertentul atau memberikanl perhatian 

yangl lebih besarl kepada kegiatanl tertentu. Yangl dimaksud 

denganl “mengkhususkan diril untuk melaksanakanl kegiatan 

tertentul” adalah antaral lain melaksanakanl kegiatan pembiayaanl 

jangka lpanjang, kegiatan untukl mengembangkan lkoperasi, 

pengembangan pengusahal ekonomi lkecil, pengembangan 

 
30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 



26 

 

eksporl nonmigas, danl pengembangan pembangunanl 

perumahan.  

b. Bankl Perkreditan Rakyatl 

“Bankl Perkreditan Rakyatl adalah bankl yang 

melaksanakanl kegiatan usahal secara konvensionall dan/ataul 

berdasarkan prinsipl syariah yangl dalam kegiatannyal tidak 

memberikanl jasa dalaml lalu lintasl pembayaran”31  

Bankl juga melakukanl jasa-jasal pendukung llainnya. Jasa-

jasal ini diberikanl untuk mendukungl kelancaran kegiatanl 

menghimpun danl menyalurkan ldana, baik yangl berhubungan 

langsungl dengan kegiatanl simpanan danl kredit maupunl tidak 

llangsung. Jasa perbankanl lainnya antaral lain lmeliputi:32  

a. Jasal Pemindahan Uangl (Transfer)  

b. Jasal Penagihan  (Inkasol)  

c. Jasal Kliring (Clearingl)   

d. Jasal Penjualan Matal Uang Aslil (Valas)  

e. Jasal Safe Depositl  

f. Travellersl Cheque  

g. Bankl Card   

h. Letterl of Creditl (L/C)  

 
31 Ibid 
32 Kasmir, Op. Cit., hlm. 24  
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Sera jasal bank llainnya.  

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit  

1. Pengertianl Kredit 

Kreditl berasal daril bahasa Romawil crede yangl berarti percayal 

atau credol atau credituml  yang berartil saya lpercaya. Seseorang yangl 

mendapatkan kreditl adalah seseorangl yang telahl mendapat 

kepercayaanl dari lkreditur. 

Daril kamus Hukuml Ekonomi adalahl “kecakapan ataul kelalaikan 

seseorangl atau suatul perusahaan untukl mendapatkan pinjamanl uang; 

penyediaanl uang ataul tagihan-tagihanl yang dapatl disamakan denganl 

itu berdasarkanl perjanjian pinjaml meminjam antaral kreditur denganl 

debitur”.33 

Salah satu ahli di bidang Hukum Perdata, Prof. Dr. Mariam Darus 

Badrulzaman, S.H memberikan beberapa arti kredit dari literatur: 

a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak 

menuntut sesuatu dari orang lain. 

b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada 

orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang 

diserahkan itu (commodatus, depositus, regulare, pignus). 

 
33 Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 9 
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Adapun Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: 

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan 

secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak 

mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban 

mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari.” 

Ada juga M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran 

kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai 

ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali 

utangnya pada tanggal tersebut.34 

Pengertian Kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 kredit adalah: 

“Penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.” 35 

 
34 Ibid, hlm. 10 
35 Ibid, hlm. 11 
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2. Unsur-Unsur Kredit 

a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi 

yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai 

jangka waktu yang di perjanjikan. 

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit 

dan pelunasannya dimana jangka waktu tersebut sebelumnya 

terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan 

debitur. 

c. lPrestasi, yaitu adanyal objek tertentul berupa prestasil dan kontral 

prestasi padal saat tercapainyal persetujuan ataul kesepakatan 

perjanjianl pemberian kreditl antara bankl dan debiturl berupa uangl 

dan bungal atau limbalan. 

d. lRisiko, yaitu adanyal risiko yangl mungkin terjadil selama jangkal 

waktu antaral pemberian ataul pelunasan kreditl tersebut, sehinggal 

untuk mengamankanl pemberian kreditl dan menutupl kemungkinan 

terjadinyal wanprestasi daril debitur, makal diadakan pengikatanl 

jaminan ataul agunan. 

Menurutl Hadi Wijayal dan Rivail Wirasasmita, unsurl-unsur kreditl 

dapat dirincil sebagai lberikut: 

a. Adanyal orang ataul badan yangl memiliki luang, barang ataul jasa danl 

bersedia untukl meminjamkannya kepadal pihak llain, biasanya 

disebutl kreditur. 
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b. Adanyal orang ataul badan-badanl sebagai pihakl yang memerlukanl 

atau meminjaml uang, barangl atau ljasa, biasanya disebutl debitur. 

c. Adanyal kepercayaan krediturl kepada ldebitur. 

d. Adanyal janji kesanggupanl membayar daril debitur kepadal kreditur. 

e. Adanyal perbedaan lwaktu, yaitu perbedaanl antara saatl penyerahan 

barangl atau ljasa. 

f. Adanyal risiko.36 

3. Tujuan Dan Fungsi Kredit  

Pemberianl suatu fasilitaskreditl mempunyai tujuanl tertentu danl 

biasanya dicantumkanl sebagaimana namal atau fasilitasl itu ldiberikan, 

misalnya kreditl ekspor, kreditl investasi, kreditl pemilikan lrumah. 

      Adapunl tujuan utamal pemberian suatul kredit ladalah: 

a. Zakatl 

b. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya di impor dan apabila diproduksi dalam negeri dengan 

fasilitas kredit yang ada, hal ini jelas akan menghemat devisa negara. 

c. Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit dari kredit yang 

dibiayai digunakan untuk keperluan ekspor. 

 
36 Johannes Ibrahim Kosasih, Op.cit., hlm. 12 



31 

 

Kredit selalu mempunyai tujuan, karena tidak mungkin kreditur 

memberikan kredit tanpa tujuan dapat dipergunakan apa saja oleh 

debitur. 

Fungsi dari kreditur antara llain: 

a. Kreditl untuk meningkatkanl daya gunal uang 

Dana yang dihimpun oleh bank akan bermanfaat jika bank akan 

bermanfaat jika bank dapat menyalurkan dalam bentuk kredit 

terhadap para debitur berdasarkan studi kelayakan yang tepat. 

b. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Melalui kredit peredaran uang kartal ataupun giral akan lebih 

berkembang. 

c. Kreditl akan meningkatkanl daya gunal barang 

Kreditl dapat digunakanl oleh produsenl untuk memproduksil atau 

mengolahl barang menjadil bermanfaat. 

d. Kreditl akan meningkatkanl peredaran barangl 

Kreditl dapat memperlancarl arus barangl dari suatul wilayah kel 

wilayah llainnya. 

e. Kreditl sebagai alatl stabilitas ekonomil 

Kreditl yang disalurkanl oleh perbankanl harus diarahkanl kepada 

sektorl  yang berpengaruhl bagi hajatl hidup orangl banyak. 

f. Kreditl dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 
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g. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan 

pendapatan nasional. 

h. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 

4. Macam-Macam Kredit 

Ketentuanl yang mengaturl tentang kreditl yaitu padal Pasal 8l 

Undang-Undangl tentang Perbankanl sendiri tidakl menjelaskan tentangl 

macam-macaml kredit. Meskipunl demikian dalaml praktik lperbankan, 

kredit-kreditl yang pernahl diberikan kepadal nasabahnya dapatl dilihat 

daril beberapa lsegi, antara lainl segi jangkal waktu, lkegunaan, 

pemakaian, danl sektor yangl dibiayai olehl bank.37 

1. Segil Jangka Waktul 

Apabilal dilihat daril segi jangkal waktunya, terdapatl tiga 

macaml kredit, yaitul kredit jangkal pendek, kreditl jangka lmenengah, 

dan kreditl jangka lpanjang. Dari ketigal macam kreditl tersebutpernah 

diaturl dalam Pasall 1 hurufl d Undangl-Undang Perbankanl Tahun 

l1967. Kemudian denganl berlakunya Undangl-Undang Perbankanl 

yang sekarangl yaitu Undangl-Undang lNo. 7 Tahunl 1992 yangl 

diubah menjadil Undang-Undangl No. 10l Tahun l1998, ketiga macaml 

kredit tersebutl tidak lmasalah, karena jangkal waktu kreditl dipandang 

daril pemakaiannya yangl masih beluml ada pembatasl yang lpasti.38 

 
37 Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 154  
38 Ibid, hlm. 154 
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1. Kredit Jangka Pendek 

Adapunl yang dimaksudl dengan Kreditl Jangka Pendekl 

yaitu kreditl yang jangkal waktunya palingl lama satul tahun. 

Dalaml kredit inil juga termasukl untuk dil bidang tanamanl 

musiman yangl berjangka waktul lebih daril satu ltahun. 

2. Kreditl jangka Menengahl 

Kreditl Jangka Menengahl adalah kreditl yang diberikanl 

kepada nasabahl dalam jangkal waktu antaral satu tahunl sampai 

denganl tiga ltahun, kecuali kreditl yang dipergunakanl untuk 

tanamanl musiman ltersebut.39 

3. Kreditl Jangka Panjangl 

Kreditl Jangka Panjangl adalah kreditl yang mempunyail 

jangka waktul paling panjangl melebihi kreditl jangka lmenengah, 

yaitu lebihl dari tigal tahun. Kreditl ini diberikanl untuk kreditl 

investasi, misalnyal untuk pembelianl gedung, pembangunanl 

proyek, pengadaanl mesin danl peralatan, danl lain-llain. Pada 

kreditl jangka lpanjang, nominal yangl diberikan bankl tergolong 

besarl dan bersifatl konsumtif. 40 

2. Segil Kegunaan 

 
39 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 102  
40 Ibid, hlm. 102 
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Jikal dilihat daril segi kegunaannyal maka kreditl dapat 

digolongkanl menjadi beberapal macam, antaral lain: 

a. Kreditl Investasi 

Katal investasi dapatl diartikan sebagai penanamanl modal. 

Berdasarkanl pengertian ltersebut, maka kreditl investasi adalahl 

kredit yangl diberikan krediturl kepada debiturl untuk 

kepentinganl penanaman modall yang bersifatl ekspansi, 

modernisasil maupun rehabilitasl perusahaan. Sepertil contoh, 

kreditl yang diberikanl kepada perusahaanl angkutan, tujuanl 

kredit tersebutl adalah hanyal untuk membelil alat langkutan.  

b. Kreditl Modal Kerjal 

Kreditl Modal Kerjal adalah kreditl yang diberikanl untuk 

kepentinganl kelancaran modall kerja lnasabah. Kredit inil 

mempunyai tujuanl untuk memberil pembiayaan secaral 

operasional usahal nasabah. Kreditl modal kerjal digunakan 

untukl membeli bahanl-bahan sepertil bahan ldasar, alat-alatl 

bantu yangl diperlukan untukl usaha, ataupunl biaya-biayal 

lainnya.  

c. Kreditl Konsumsi 

Kreditl konsumsi adalahl kredit yangl diberikan bankl 

kepada nasabahnyal semata-matal untuk membiayail kebutuhan 

ataul konsumsi dalaml skala kebutuhanl rumah tanggal yang 
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pelunasannyal dari penghasilanl bulanan nasabahl yang 

lbersangkutan. Maka bisal disimpulkan bahwal kredit konsumsil 

merupakan kreditl perorangan untukl tujuan nonl-bisnis. Kreditl 

konsumsi biasanyal digunakan untukl membiayai pembelianl 

tersier lnasabah, seperti contohnyal mobil, danl barang konsumsil 

tahan lamal lainnya.41 

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 

1. Pengertian Hukum Jaminan 

Padal dasarnya istilahl jaminan berasall dari katal ‘jamin’ yangl berarti 

ltanggung, sehingga jaminanl dapat diartikanl juga sebagail tanggungan. 

Pengertianl jaminan dapatl ditemukan dalaml KUHPerdata danl dalam 

berbagail literatur hukuml jaminan yangl telah ditulisl oleh paral pakar 

hukuml jaminan. Pasall 1131 KUHPerdatal  menyebutkan bahwal jaminan 

adalahl segala kebendaanl milik sil berutang baikl yang bergerakl maupun 

yangl tidak lbergerak, baik yangl sudah adal maupun yangl baru akanl ada 

dikemudianl hari, menjadil tanggungan untukl segala perikatanl 

perseorang.42 lSedangkan, hukum jaminanl ialah peraturanl hukum yangl 

mengatur tentangl jaminan-jaminanl piutang seorangl keditur terhadapl 

seorang ldebitur.43 

 
41 Hermansyah, Hukum Perbankan, hlm. 61  
42 Riky Rustam, Op. Cit, hlm. 41  
43 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3  
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Hukuml jaminan apabilal dipahami daril definisi tersebutl maka padal 

dasarnya hukuml mempunyai unsurl-unsur sebagail berikut:44 

a. Adanyal kaidah-kaidahl hukum jaminanl yang terdapatl 

dalam peraturanl perundang-lundangan, traktat, danl  

yurisprudensi sertal kaidah-kaidahl hukum jaminanl yang 

ltumbuh, hidup, danl berkembang dalaml masyarakat.  

b. Adanyal pemberi danl penerima ljaminan, pemberi 

jaminanl ialah orangl-orang ataul badan hukuml yang 

menyerahkanl barang jaminanl kepada penerimal jaminan.  

c. Adanyal jaminan yangl diserahkan olehl debitur kepadal 

kreditur.  

d. Adanyal fasilitas kreditl yang diawalil dari pembebananl 

jaminan yangl dilakukan olehl pemberi jaminanl bertujuan 

untukl mendapatkan fasilitasl kredit daril bank ataul 

lembaga keuanganl non-lbank. 

Dasarl hukum jaminanl dalam pemberianl kredit adalahl Pasal 8l 

ayat (1l) UU tentangl Perbankan yangl menyatakan bahwal dalam 

memberikanl kredit ataul pembiayaan berdasarkanl prinsip lsyariah, bank 

umuml wajib mempunyail keyakinan berdasarkanl analisis yangl 

mendalam atasl itikad danl kemampuan sertal kesanggupan nasabahl 

 
44 Riky Rustam, Op. Cit, hlm. 43 
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debitur untukl melunasi utangnyal atau mengembalikanl pembiayaan 

dimaksudl sesuai denganl yang ldiperjanjikan.45 Ketentuan-ketentuanl 

yang mengaturl jaminan dijadikanl landasan ataul acuan bagil pihak 

terkaitl dalam pelaksanaanl perjanjian khususnyal kepada krediturl dan 

debiturl dalam perjanjianl kredit, sehinggal pengaturan hukuml tersebut 

dapatl membuat paral pihak menjadil tertib hukuml dan memberikanl 

jaminan akanl kepastian hukuml yang diharapkanl melindungi kedual 

belah lpihak.46 

2. Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit 

Jaminanl pemberian kreditl adalah keyakinanl bank atasl 

kesanggupan debiturl untuk melunasil kredit sesuail dengan yangl 

diperjanjikan. Daril ketentuan tersebutl dalam perjanjianl kredit 

lperbankan, jaminan yangl dipersyaratkan ataul diwajibkan hanyalahl 

jaminan pokokl yakni yangl menjadi objekl jaminan adalahl objek yangl 

dibiayai denganl kredit ltersebut, sedangkan jaminanl tambahan tidakl 

diwajibkan.  

Istilahl jaminan dalaml ketentuan perbankanl berbeda denganl 

istilah dil dalam hukuml jaminan yaitul jaminan pokokl dan jaminanl 

tambahan. Jaminanl pokok maksudnyal hal yangl berkaitan langsungl 

dengan kreditl yang ldimohon, misalnya dapatl berupa lbarang, proyek, 

 
45 Ibid, hlm. 45 
46 Ibid, 
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hakl tagih yangl dibiayai kreditl bersangkutan. Sedangkanl istilah jaminanl 

tambahan merupakanl jaminan berupal barang yangl tidak berkaitanl 

dengan objekl yang dibiayail kredit yangl bersangkutan, dalaml hal inil 

berupa jaminanl khusus baikl jaminan peroranganl maupun jaminanl 

kebendaan yaitul harta bendal milik ldebitur. Jaminan pokokl lebih amanl 

bagi bankl dalam perjanjianl kredit denganl tujuan membelil suatu lbenda, 

misalnya Kreditl Kepemilikan Rumahl (KPR), dimanal rumah yangl 

dibeli melaluil kredit rumahl itulah yangl dijadikan ljaminan, atau Kreditl 

Kendaraan Bermotorl (KKB). Keyakinanl saja bagil bank tidakl 

mengandung aspekl hukum sehinggal harus jelasl unsur manal sebagai 

titikl berat dalaml penilaian, denganl demikian kriterial jaminan sebagail 

salah satul prinsip 5Cl yang seringl menjadi titikl berat dalaml penilaian 

lkredit. Secara yuridisl materiil, jaminanl berarti suatul benda ataul 

kesanggupan pihakl ketiga yangl dapat menjadil pegangan krediturl untuk 

adanyal kepastian hukuml pelaksanaan prestasil oleh ldebitur. Dalam 

praktekl bank selalul meminta jaminanl dalam hall ini jaminanl kebendaan, 

peranl jaminan sangatl menentukan, karenal bank tidakl berani untukl 

menanggung risikol tinggi kehilanganl dananya yangl telah ldisalurkan.47 

Setiapl pemberian kreditl oleh lperbankan, pada dasarnyal 

mengandung risikol sehingga adanyal jaminan itul untuk memberikanl 

 
47 Mulyati Etty, “Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman 

Perjanjian Kredit”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. I/No. 2/Juni, 2018, hlm. 143 
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perlindungan kepadal bank sebagail kreditor atasl pemberian suatul kredit 

kepadal nasabahnya.48 Jaminanl adalah saranal perlindungan bagil 

keamanan kreditorl dalam hall ini lbank, yaitu kepastianl atas pelunasanl 

utang debitorl atau pelaksanaanl suatu prestasil oleh debitorl atau olehl 

penjamin ldebitor. Keberadaan jaminanl merupakan persyaratanl untuk 

memperkecill risiko bankl dalam menyalurkanl kredit. Meskipunl 

demikian, secaral prinsip jaminanl bukan sebagail syarat utamal karena 

bankl lebih memprioritaskanl kelayakan usahal yang dibiayainyal sebagai 

jaminanl utama bagil pengembalian kreditl sesuai denganl jadwal yangl 

disepakati lbersama. Jaminan merupakanl alternatif lterakhir, jika 

kelayakanl usaha atasl prospek bisnisl debitor tidakl mendukung lagil  

untuk pengembalianl kredit dalaml langkah menarikl kembali danal yang 

telahl disalurkan. Sebagail langkah antisipasifl dalam menarikl kembali 

danal yang telahl disalurkan kepadal debitor, jaminanl hendaknya 

mempertimbangkanl dua faktorl berikut:49  

a. lSecured, artinya jaminanl kredit dapatl diadakan 

pengikatanl secara yuridisl formal, sesuail dengan 

ketentuanl hukum danl perundang-lundangan. Jika 

dikemudianl hari terjadil wanprestasi daril debitor, 

 
48 Johannes Ibrahim Kosasih, Op. Cit, hlm. 19  
49 Ibid, hlm. 21 
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makal bank memilikil kekuatan yuridisl untuk 

melakukanl tindakan leksekusi.  

b. lMarketable, artinya jaminanl tersebut bilal hendak 

ldieksekusi, dapat segeral dijual ataul diuangkan 

untukl melunasi seluruhl kewajiban ldebitor.  

3. Jaminan Hak Atas Tanah 

Jaminan hak atas tanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan 

oleh debitur kepada kreditur untuk kelancaran suatu utang piutang yang 

dilakukan oleh debitur, kepercayaan itu adalah hak atas tanah yang 

berupa Sertifikat Hak Milik Tanah ataupun Rumah. Pihak bank 

(kreditur) menerapkan hukum jaminan hak atas tanah jika ada debitur 

yang mengajukan kredit/utang dengan nominal tinggi atau setara dengan 

harga jaminan yang dimilikinya. Barang yang bisa dijadikan jaminan 

hak atas tanah yaitu berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa. 

Bank biasanya  menerapkan jaminan hak atas tanah jika nominal 

diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tentunya melalui 

pengikatan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas 

tanah yang dipergunakan untuk pelunasan utang debitur, yang 

memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur atau pihak bank. 

Dalam arti  lain, jika debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji 

maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan 
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penyegelan jaminan bahkan berhak menjual melalui pelelangan umum 

tanah menurut undang-undang yang berlaku. Kedudukan diutamakan 

tersebut sudah berupa barang yang tentunya tidak mengurangi 

preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku. 

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Tanahl dalam pengertianl yuridis menurutl UUPA adalahl 

permukaan lbumi, sedangkan hakl atas tanahl adalah hakl atas permukaanl 

bumi, yangl berbatas, berdimensil dua denganl ukuran panjangl dan llebar. 

“Hak atasl tanah adalahl hak yangl memberi wewenangl kepada 

pemegangl haknya untukl menggunakan tanahl atau mengambill manfaat 

daril tanah yangl dihakinya. Perkataanl “menggunakan” mengandungl 

pengertian bahwal hak atasl tanah itul digunakan untukl kepentingan 

bangunanl (non pertanianl), sedangkan perkataanl “mengambil manfaatl” 

mengandung pengertianl bahwa hakl atas tanahl itu digunakanl untuk 

kepentinganl bukan mendirikanl bangunan, misalnyal untuk kepentinganl 

perikanan, lpertanian, peternakan, danl perkebunan.”, ucapl Urip 

lSantoso.50 

 
50 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 82  
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2. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Macaml-macam hakl atas tanahl dimuat dalaml  Pasal 16l juncto 

Pasall 53 lUUPA, yang dikelompokkanl menjadi tigal bidang, lyaitu: 

1. Hakl atas tanahl yang bersifatl tetap, yaitul  hak-hakl atas tanahl 

ini akanl tetap adal selama UUPAl masih berlakul atau beluml 

dicabut denganl undang-undangl yang lbaru. Macam-macaml 

hak atasl tanah inil adalah Hakl Milik, Hakl Guna lUsaha, Hak 

Gunal Bangunan, Hakl Pakai, Hakl Sewa untukl Bangunan, 

Hakl membuka ltanah, dan Hakl Memungut Hasill Hutan. 

2. Hakl atas tanahl yang akanl ditetapkan denganl undang-

lundang, yaitu hakl atas tanahl yang akanl lahir lkemudian, 

yang akanl ditetapkan denganl undang-lundang.  

3. Hakl atas tanahl yang bersifatl sementara, yaitul hak atasl tanah 

inil sifatnya lsementara, dalam waktul yang singkatl akan 

dihapuskanl dikarenakan mengandungl sifat-sifatl pemerasan, 

mengandungl sifat lfeodal, dan bertentanganl dengan jiwal 

UUPA. Macaml-macam hakl atas tanahl ini adalahl Hak Gadail 

(Gadai Tanahl), Hak Usahal Bagi Hasill (Perjanjian Bagil 

Hasil), Hakl Menumpang, danl Hak Sewal tanah lPertanian.51  

 
51 Ibid, hlm. 88-89 
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Berdasarkanl pengelompokan macaml-macam hakl atas tanahl 

diatas, makal pembahasan selanjutnyal akan dibatasil hanya dalaml ruang 

lingkupl hak atasl tanah yangl bersifat tetapl sebagaimana tercantuml di 

dalaml UUPA yangl dapat diberikanl kepada seseorangl atau badanl 

hukum, sehinggal penerima hakl akan dapatl mempergunakan ataul 

mengambil manfaatl atas tanahl tersebut. Macaml-macam hakl atas tanahl 

tersebut adalahl sebagai lberikut:  

1. Hakl Milik 

Hakl Milik adalahl hak turunl-temurun yangl dapat 

diteruskanl pada ahlil warisnya. Hakl ini merupakanl hak tertual 

dan terkuatl karena memilikil jangka waktul yang tidakl terbatas 

danl merupakan indukl dari hakl-hak llainnya.  

2. Hakl Guna Usahal  

Hakl guna usahal adalah hakl untuk mengusahakanl tanah 

yangl dikuasai langsungl oleh lnegara, dalam jangkal waktu 

sebagaimanal tertera dalaml Pasal l29, guna usahal perikanan, 

lpertanian, atau peternakanl (Pasal 28l ayat 1l UUPA). Peraturanl 

Pemerintah Republikl Indonesia Nomorl 40 Tahunl 1996 tentangl 

Hak Gunal Usaha, Hakl Guna Bangunanl dan Hakl Pakai Atasl 

Tanah.  
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Subjekl hukum Hakl Guna Usahal adalah WNIl dan badanl 

hukum yangl didirikan menurutl hukum Indonesial dan 

berkedudukanl di Indonesial (badan hukuml Indonesia).  

3. Hakl Guna Bangunanl 

Hakl guna bangunanl adalah hakl untuk mendirikanl dan 

mempunyail bangunan atasl tanah yangl bukan miliknyal sendiri,  

denganl jangka waktul paling lamal 30 tahunl dan dapatl 

diperpanjang untukl jangka waktul paling lamal 20 ltahun.  

Subjekl hukum Hakl Guna Bangunanl adalah WNIl dan 

badanl hukum yangl didirikan menurutl hukum Indonesial dan 

berkedudukanl di Indonesial (badan hukuml Indonesia).  

4. Hakl Pakai 

Hakl pakai adalahl hak untukl menggunakan ataul 

memungut hasill dari lahanl yang dikuasail langsung olehl Negara 

ataul tanah milikl orang llain, yang bukanl perjanjian sewal-

menyewa ataul pengolahan  ltanah.  
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BAB III  

PEMBAHASAN 

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Mandiri Cabang Slawi Dalam 

Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah 

Sebelum masuk dalam pembahasan, penulis akan mengiraikan 

secara singkat gambaran umum Bank Mandiri Cabang Slawi 

1. Tinjauan Umum Bank Mandiri 

Bankl Mandiri didirikanl pada tanggall 2 Oktoberl 1998, sebagianl 

dari programl restrukturisasi perbankanl yang dilaksanakanl oleh 

pemerintahl Indonesia. Padal bulan Julil 1999, empatl bank milikl 

pemerintah yaitul Bank Bumil Daya, Bankl Dagang lNegara, Bank Eksporl 

Impor lIndonesia, dan Bankl Pembangunan Indonesial digabungkan kel 

dalam Bankl Mandiri. Keempatl bank tersebutl telah turutl membentuk 

riwayatl perkembangan bankl di Indonesial dimana sejarahnyal berawal 

padal lebih daril 140 Tahunl yang llalu.  

Prosesl panjang pendirianl Bank Bumil Daya bermulal dari 

nasionalisasil sebuah perusahaanl Belanda yaitul De Nasionalel 

Handelsbank lNV, Menjadi bankl umum negaral pada tahunl 1959. Padal 

tahun l1964, Chartered Bankl (yang sebelumnyal adalah bankl milik 

Inggrisl) juga lnasionalisasi, dan Bankl Umum Negaral diberi hakl untuk 

melanjutkanl operasi bankl tersebut. Padal tahun l1965, Bank Umuml 
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Negara digabungkanl ke dalaml Bank Negaral Indonesia danl berganti 

namal menjadi Bankl Negara Indonesial Unit lIV. Kemudian padal tahun 

l1968, Bank Negaral Indonesia Unitl IV beralihl menjadi Bankl Bumi 

ldaya.  

Bankl Dagang Negaral merupakan salahl satu bankl tertua dil 

Indonesia, bankl ini pertamal kali dibentukl dengan namal Nederlandsch 

Indischel Escompto Maatchappijl di Batavial (Jakarta) padal tahun l1857. 

Pada tahunl 1949 berubahl nama menjadil Escomptobank 51l NV, dimanal 

dinasionalisasi sertal berubah namal menjadi Bankl Dagang lNegara, 

sebuah bankl pemerintah yangl membiayai sektorl industri danl 

pertambangan.  

Sejarahl Bank Eksporl Impor Indonesial berawal daril perusahaan 

dagangl Belanda lNV. Nederlandsch Handelsl Maatchappij yangl 

didirikan padal tahun 1824l dan mengembangkanl kegiatannya dil sektor 

perbankanl pada tahunl 1870. Padal tahun l1960, pemerintah Indonesial 

menasionalisasi perusahaanl ini danl selanjutnya padal tahun 1965l 

perusahaan inil digabungkan denganl Bank Negaral Indonesia menjadil 

Bank Negaral Indonesia Unitl II. Padal tahun l1968, Bank Negaral 

Indonesia Unitl II dipecahl menjadi dual unit, salahl satunya adalahl Bank 

Negaral Indonesia Unitl II Divisil Ekspor-lImpor, yang akhirnyal menjadi 

Bankl Ekspor Imporl Indonesia, bankl pemerintahan yangl membiayai 

kegiatanl ekspor danl impor.  
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Bankl Pembangunan Indonesial (Bapindo) berawall dari Bankl 

Industri Negaral (BIN), sebuahl bank industril yang didirikanl pada tahunl 

1951 denganl misi untukl mendukung pengembanganl sektor-sektorl 

ekonomi ltertentu, khususnya lperkebunan, industri, danl pertambangan. 

Padal tahun l1970, Bapindo ditugaskanl untuk membantul pembangunan 

nasionall melalui pembiayaanl jangka menengahl dan jangkal pada sektorl 

manufaktur, ltransportasi, dan lpariwisata.  

lKini, Bank Mandiril menjadi penerusl suatu tradisil layanan jasal 

perbankan danl keuangan yangl telah berpengalamanl selama lebihl dari 

140l tahun. Masingl-masing daril bank bergabungl telah memainkanl 

peranan yangl penting dalaml pembangunan ekonomil Indonesia. 

Setelahl selesainya prosesl marger, Bankl Mandiri kemudianl 

memulai prosesl konsolidasi, termasukl pengurangan cabangl dan 

lpegawai. Selanjutnya diikutil dengan peluncuranl single brandl di 

seluruhl jaringan melaluil iklan danl promosi.  

Salahl satu pencapaianl penting adalahl penggantian secaral 

menyeluruh platforml teknologi. Bankl Mandiri mewarisil sembilan 

sisteml perbankan daril keempat legacyl banks. Setelahl investasi awalanl 

untuk konsolidasil sistem yangl berbeda ltersebut, Bank Mandiril mulai 

melaksanakanl program penggantianl platform yangl berlangsung selamal 
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tiga ltahun, dimana programl pengganti tersebutl difokuskan untukl 

meningkatkan kemampuanl penetrasi dil segmen retaill banking.  

Padal saat lini, infrastruktur teknologil informasi Bankl Mandiri 

sudahl mampu melakukanl pengembangan el-channel danl produk retaill 

dengan Timel to Marketl yang lebihl baik.  

Nasabahl Bank Mandiril yang terdiril dari berbagail segmen 

merupakanl penggerak utamal perekonomian lIndonesia. Berdasarkan 

sektorl usaha, nasabahl Bank Mandiril bergerak dil bidang usahal yang 

sangatl beragam. Sebagail bagian daril upaya penerapanl prudential 

bankingl dan bestl-practices risakl management. Bankl Mandiri telahl 

melakukan berbagail perubahan. Salahl satunya yaitul persetujuan kreditl 

dan pengawasanl dilaksanakan denganl four-eyel principle, dimanal 

persetujuan kreditl dipisahkan daril kegiatan pemasaranl dan businessl 

unit. Sebagail bagian diversifikasil risiko danl pendapatan, Bankl Mandiri 

jugal berhasil mencetakl kemajuan yangl signifikan dalaml melayani 

Usahal kecil danl Menengah (UKMl) dan nasabahl ritel.  

Padal akhir tahunl 1999, porsil kredit kepadal nasabah corporatel 

masih sebesarl 87% daril total lkredit. Sementara padal tahun l2009, porsi 

kreditl kepada nasabahl UKM danl mikro telahl mencapai l42,22% danl 

porsi kreditl kepada nasabahl consumer sebesarl 13,92l%, sedangkan 
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porsil kredit kepadal nasabah corporatel  mencakup l43,86% daril total 

lkredit.   

Sejakl awal ldidirikan, Bank Mandiril terus bertekadl untuk 

membentukl SDM handall dan profesionall serta bekerjal berdasarkan 

prinsipl good corporatel govermenance, denganl pengawasan danl 

kebutuhan yangl sesuai denganl standar linternasional. Dalam 3l tahun 

lterakhir, Bank Mandiril memperoleh predikatl sebagai bankl paling 

lterpercaya, sebagai apresiasil upaya kamil untuk terusl menjaga 

penerapanl good lgovermance.    

Bankl Mandiri menyediakanl solusi keuanganl yang menyeluruhl 

bagi peroranganl dan lperusahaan, baik swastal maupun milikl negara, 

lkomersial, usaha kecill dan mikrol dengan kualitasl pelayanan lprima, 

dimana dalaml tiga tahunl terakhir secaral berturut-turutl Bank Mandiril 

mendapat penghargaanl sebagai yangl terbaik dalaml hal kualitasl 

pelayanan.  

Adapunl visi danl misi Bankl Mandiri menurutl Bapak Mohammadl 

Saifudin selakul Mikro Bankingl Manager adalahl sebagai lberikut:52 

a. Visi l 

 
52 Mohammad Saifudin, Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, wawancara secara 

langsung pada tanggal 22 November 2022  
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Menjadil Lembaga Keuanganl Indonesia yangl paling 

dikagumil setelah lprogresif.  

b. Misil  

Kamil berkomitmen membangunl hubungan jangkal panjang 

yangl didasarkan atasl kepercayaan, baikl dengan nasabahl bisnis 

maupunl perseorangan. Kamil melayani seluruhl nasabah denganl 

standar layananl internasional melaluil penyediaan solusil 

keuangan yangl inovatif. Kamil ingin dikenall karena lkinerja, 

sumber dayal manusia danl kerja samal tim yangl terbaik. Denganl 

mewujudkan pertumbuhanl dan kesuksesanl bagi lpelanggan, 

kami mengambill peran aktifl dalam mendorongl pertumbuhan 

jangkal panjang Indonesial dan selalul menghasilkan timball balik 

yangl tinggi secaral konsisten bagil pemegang lsaham.  

Bankl Mandiri sebagail salah satul bank yangl mempunyai 

perananl penting dalaml pembangunan perekonomianl di Indonesial 

tentu sajal memiliki fungsil yaitu sebagail berikut: 

1. Bankl Mandiri sebagail bank komersiall menawarkan 

jasal-jasa bisnisl terpadu denganl nilai, lkualitas, 

kenyamanan yangl terbaik bagil nasabah individul 

maupun lkorporasi. 

2. Bankl Mandiri sebagail bank umuml yang memberikanl 

kontribusinya terhadapl pembangunan ekonomil 
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Indonesia. Bankl Mandiri senantiasal berpijak padal 

idealisme danl falsafah yangl telah dianutnyal selama lini. 

3. Melaluil inovasinya untukl mendukung pertumbuhanl 

Bank Mandiril yang ldinamis. Melalui inovasil yang tidakl 

hentinya, baikl dalam produkl maupun llayanan. Bank 

Mandiril memposisikan dirinyal sebagai Universall 

Banking yangl menawarkan beragaml produk danl 

layanan primal kepada lnasabah.  

Dalaml mempertahankan ekstensil Bank Mandiril selalu 

mempunyail tugas-tugasl yang dapatl terus memajukanl Bank Mandiril 

dalam dunial perbankan lIndonesia. Tugas-tugasl Bank Mandiril 

diantara lyaitu: 

1.  Bankl Mandiri secaral berkesinambungan 

mengembangkanl sistem teknologil informasinya sebagail 

syarat mutlakl untuk memenangkanl persaingan dimasal 

depan. 

2. Bankl Mandiri jugal harus meningkatkanl pelayanan 

kepadal nasabah sertal menawarkan pilihanl produk yangl 

lebih lberagam. 

3. Bankl Mandiri jugal bertugas mengembangkanl kualitas 

pegawainyal dalam upayal menciptakan lingkunganl yang 

kondusifl bagi paral pegawainya. Bankl  Mandiri percayal 
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bahwa lingkunganl yang kondusifl akan membuatl para 

pegawainyal berupaya memberikanl potensi terbaiknyal 

bagi kemajuanl Bank lMandiri. 

4. Mempromosikanl budaya perusahaanl juga merupakanl 

hal yangl penting untukl pertumbuhan Bankl Mandiri 

dimasal datang, lprofesionalisme, komitmen, lkerjasama, 

dan inisiatifl merupakan budayal kerja yangl dikenal 

secaral luas dil dalam tubuhl Bank lMandiri.   

2. Prinsip Kehati-Hatian Bank Mandiri Cabang Slawi 

Undangl-Undang Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perbankan53 

telahl mengamanatkan agarl bank senantiasal berpegang padal prinsip 

kehatil-hatian dalaml melaksanakan kegiatanl usahanya, termasukl dalam 

memberikanl kredit kepadal debitur. Selainl itu, Bankl Mandiri sebagail 

otoritas perbankanl juga menetapkanl peraturan-peraturanl dalam 

pemberianl kredit olehl perbankan.  

Maka dari itu pihak Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit mulai dari tahap pengajuan sampai 

dengan tahap perkreditan oleh debitur itu selesai. Adapun proses-proses 

atau tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:54 

 
53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
54 Mohammad Saifudin, Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, wawancara secara 

langsung pada tanggal 22 November 2022 
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1. Tahap Pengajuan 

Pengajuanl kredit merupakanl tahap awall dimana calonl 

debitur mendatangil bank danl mengungkapkan keinginanl untuk 

mengajukanl kredit. 

Dalam tahap ini disarankan kepada calon debitur untuk 

selalu terbuka kepada petugas banknya. Contoh-contoh dibawah 

ini merupakan hal-hall yang seringl disembunyikan olehl calon 

ldebitur, diantaranya yaitu: 

1. Calon debitur meminjam uang denganl jaminan atasl 

nama ladiknya. 

2. Calon debiturl mengajukan jaminanl dalam kondisil 

sengketa. 

3. Calon debitur meminjam uang untuk dipakai oleh 

kawannya. 

Hal-hal dasar seperti ini seharusnya disampaikan oleh calon 

debitur di awal. 

2. Pengumpulan Data Calon Debitur 

Tahap ini merupakan tahapan kedua daril alur kreditl di 

lbank. Dalam tahapl ini, calon debiturl akan dimintal menyiapkan 

beberapal data pendukungl oleh petugasl bank. 
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Tujuanl bank memintal data adalahl sebagai dasarl untuk 

melakukanl kajian terhadapl karakter danl kemampuan kamul 

dalam membayarl kembali hutangl tersebut. Secaral umum, datal 

pengajuan kreditl adalah: 

a. Identitas peminjaml (KTP suamil-istri) 

b. NPWP (untuk kredit diatas 50jt) 

c. Kartu Keluarga 

d. Akta Nikah 

e. Data jaminan (sertifikat, SPT PBB) 

f. Surat keterangan usaha dari Desa 

Selainl data ldiatas, ada kemungkinanl petugas bankl meminta 

datal tambahan. Hall ini dilakukanl jikalau datal yang 

disampaikanl tidak sesuail dengan profill calon ldebitur. 

3. Pengecekanl Dasar (SLIKl OJK) 

BIl Checking ataul yang saatl ini dikenall dengan istilahl SLIK 

IDebl atau SLIKl OJK merupakanl hal pertamal yang akanl 

dilakukan olehl petugas bankl setelah menerimal data pengajuanl 

kredit. Pengecekanl SLIK OJKl membuat petugasl bank lebihl 

mudah untukl menilai karakterl pembayaran daril calon 

ldebiturnya. 
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Karenal dengan SLIKl OJK, petugasl bank akanl mengetahui 

dimanal saja calonl debitur itu melakukan kredit dan calon debitur 

apakah bermasalah atau tidak ketika melakukan kredit. Dengan 

ini, petugas bank akan menentukan apakah calon debiturnya 

layak diberikan layanan kredit atau tidak. 

4. Surveil Jaminan 

Tahapl keempat daril alur pengajuanl kredit adalahl survei 

ljaminan, dimana petugasl bank akanl melakukan surveil terhadap 

jaminanl yang diserahkanl oleh calonl debiturnya. 

Surveil jaminan dilakukanl untuk menentukanl harga daril 

jaminan yangl diserahkan olehl calon ldebitur. Apakah harganyal 

pas ataul tidak. Surveil jaminan jugal dilakukan untukl 

menentukan barangl itu layakl atau tidakl untuk dijadikanl 

jaminan. 

5. Penyusunanl Proposal Kreditl 

Proposall adalah pengajuanl kredit dalaml bentuk laporanl 

atau pengajuanl sistem secaral online. Proposall disusun olehl 

petugas bankl dan penyusunanl ini adalahl rahasia lbank. Setelah 

penyusunanl proposal kreditl selesai, petugasl bank akanl 
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menyarahkannya kel komite kreditl untuk diputuskanl apakah 

layakl atau ltidak. 

6. Menunggul Keputusan Kreditl 

Pemutusl kredit adalahl pejabat bankl yang memilikil 

wewenang untukl memutuskan layakl diterima ataul tidak. 

Normalnyal pemutus kreditl berkantor dil regional ataul kantor 

lpusat, sehingga calonl debitur tidakl mempunyai aksesl secara 

langsungl ke pemutusl kredit melainkanl hanya daril proposal 

yangl diajukan olehl petugas lbank. 

7. Checking Sertifikat 

Setelahl kreditnya mendapatl persetujuan, bankl akan 

memintal calon debiturl untuk memberikanl sertifikat yangl asli 

untukl proses lchecking. Untuk calonl debitur yang memiliki 

tanggungan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), bisa meminta 

kepada pihak penjual untuk menghubungi bank guna 

menyerahkan sertifikatnya. 

Checkingl adalah prosesl pengecekan sertifikatl di Badanl 

Pertanahan Nasionall (BPN) untukl memastikan tidakl ada blokirl 

atau sengketal terkait denganl pihak lketiga. Hasil checkingl 
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sertifikat inil berupa stempell basah daril BPN yangl menuliskan 

bahwal sertifikat inil bersih danl diberi parafl serta  ltanggal. 

8. Pengikatanl Kredit 

Tahapl kredit selanjutnyal adalah pengikatanl kredit ataul 

akad. Pengikatanl kredit akanl memberikan kenyamananl bagi 

pihakl-pihak yangl bertransaksi. Pihakl bank akanl mendapat 

kepastianl hukum, sedangkanl pihak debiturl wajib memenuhil 

kewajibannya apabilal pihak debiturl melakukan wanprestasil 

sesuai yangl diperjanjikan.  

Bankl Mandiri Cabangl Slawi sudahl dibekali pengikatanl 

Hak Tanggunganl pada lakad. Limit diatasl Rp. 100.000.000 

(seratus jutal rupiah) akanl dipasang Hakl Tanggungan yangl 

dibuat olehl notaris yangl sudah bekerjal sama denganl Bank 

Mandiril Cabang lSlawi. 

9. Pencairanl Dana Kreditl 

Tahapanl ini merupakanl tahap kreditl yang dinantikanl oleh 

debiturl karena setelahl pengikatan kreditl selesai, bankl akan 

mencairkanl sejumlah uangl yang dimintal oleh ldebitur. Pencairan 

danal bisa dilakukanl di haril yang samal atau dil hari lselanjutnya. 
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Sebeluml pencairan ldana, bank akanl meminta debiturnyal 

menyediakan danal di awall untuk membayarl biaya-biayal yang 

ltimbul. Pencairan danal kredit tidakl memotong lbiaya, melainkan 

wajibl bagi debiturl untuk disetorkanl terlebih ldahulu, hal inil 

bertujuan untukl mendapat kepercayaanl dari bankl bahwa debiturl 

mempunyai uangl yang cukupl dan mampul untuk membayarl 

cicilan-cicilanl berikutnya. 

Setelahl tahap-tahapl tersebut telahl dilalui danl debitur sudahl 

menerima danal kreditnya, makal hal yangl perlu dilakukanl oleh 

debiturl adalah melaksanakanl kewajibannya untukl membayar 

cicilannyal ke Bankl Mandiri sampail kredit itul lunas. 

B. Hambatan Dan Solusi Bank Mandiri Cabang Slawi Dalam Pemberian 

Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Saifudin 

selaku Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi,55 hambatan 

dalam pemberian kredit yang sering terjadi yaitu karena adanya pihak 

debitur yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi 

kewajibannya.  

 
55 Mohammad Saifudin, Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, wawancara secara 

langsung pada tanggal 22 November 2022 
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Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi 

tepat pada waktunya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur 

untuk membayar atau memberikan ganti rugi karena dengan dilakukannya 

wanprestasi oleh debitur maka pihak bank mengalami kerugian karena di 

saat pihak bank menagih debitur, penagihannya mengalami kesulitan karena 

terkendala dengan keuangan kreditur yang belum cukup. 

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) yang berbunyi: 56“Penggantian biaya, kerugian dan 

bungal karena tidakl dipenuhinya suatul perikatan mulail diwajibkan, bilal 

debitur, walaupunl telah dinyatakanl lalai, tetapl lalai untukl memenuhi 

perikatanl itu, ataul jika sesuatul yang harusl diberikan ataul dilakukannya 

hanyal dapat diberikanl atau dilakukannyal dalam waktul yang lditentukan”.  

Dalaml perjanjian kreditl yang dilakukanl antara pihakl perbankan 

denganl debitur adakalanyal debitur padal waktu jatuhl tempo untuk segera 

melunasi kreditnya tersebut. Apabila debiturl tidak dapatl memenuhi 

lkewajibannya, maka artinyal debitur sudah melanggar perjanjian yangl telah 

disepakati bersama. Menurut Bapak Mohammad Saifudin selaku Mikro 

Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, penyebab debitur 

melakukan wanprestasi dikarenakan beberapa faktor, yaitu:57 

 
56 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
57 Mohammad Saifudin, Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, wawancara secara 

langsung pada tanggal 22 November 2022 
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1. Usaha debitur mengalami kerugian 

Dalam melaksanakan usahanya tersebut, debitur mengalami 

penurunan jumlah produksi barang yang menyebabkan tidak dapat 

diambil keuntungan secara maksimal. 

2. Kondisi ekonomi debitur dan persaingan usaha  

Banyaknya tenaga kerja dan sempitnya lapangan pekerjaan yang 

ada membuat banyak orang akhirnya memilih untuk membuka usaha 

sendiri, sehingga dengan adanya hal itu, peta persaingan dalam usaha 

untuk dapat menembus pasaran yang baik dan dapat menghasilkan 

banyak keuntungan menjadi lebih ketat. Dengan adanya persaingan 

dalam usaha ini, debitur harus mampu mengatasinya untuk dapat 

menjadi terbaik dalam persaingan tersebut. Karena jika tidak, maka akan 

mengakibatkan kemerosotan usahanya sehingga debitur tidak dapat 

mengembalikan kredit yang sudah diperolehnya. 

Dengan adanya hambatan dalam pemberian kredit yaitu wanprestasi 

yang disebabkan oleh beberapa faktor di atas, tentunya Bank Mandiri 

Cabang Slawi mempunyai solusi untuk menangani masalah-masalah 

tersebut. Bapak Mohammad Saifudin selaku Mikro Banking Manager Bank 

Mandiri Cabang Slawi menjabarkan tentang solusi yang dilakukan oleh 

Bank Mandiri Cabang Slawi, yaitu seperti:58 

 
58 Mohammad Saifudin, Mikro Banking Manager Bank Mandiri Cabang Slawi, wawancara secara 

langsung pada tanggal 22 November 2022 



61 

 

1. Bekerja Sama Dengan Debt Collector Wilayah Kabupaten Dan Kota 

Tegal 

Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

Lembaga Keuangan atau kreditur untuk melakukan jasa penagihan 

hutang terhadap debitur yang kreditnya bermasalah atau 

menunggak. Debt collector bekerja sebagai divisi khusus terkait 

penagihan hutang terhadap debitur yang bermasalah, antara lain 

yaitu debitur yang pembayaran hutangnya sudah terlambat, entah itu 

mulai dari terlambat hari ataupun bulan. Serta debitur yang 

mengalami kondisi keuangan yang macet sehingga tidak bisa 

membayarnya. 

 Pihak bank menggunakan jasa debt collector dikarenakan 

tingginya biaya yang harus di keluarkan ketika bank ingin memilih 

jalur pengadilan. Mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan 

oleh bank di pengadilan di banding total tunggakan debitur membuat 

bank lebih memilih menggunakan jasa debt collector dalam 

melakukan penagihan hutang terhadap debitur. Dengan 

menggunakan jasa debt collector, bank tidak perlu mengeluarkan 

biaya yang besar untuk memaksa para debitur membayar 

kewajibannya.   
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Dalam proses penyelesaian dengan pengadilan oleh pihak 

bank dihindari karena prosesnya panjang, berbelit-belit, mahal, dan 

eksekusi putusannya sering kali sulit dilaksanakan. Maka dari itu 

dalam praktiknya, pihak bank lebih memilih untuk tidak menempuh 

jalur tersebut karena dinilai terlalu prosedural, terlalu rumit dan 

terlalu mahal. Hal inilah yang kemudian memicu bank untuk lebih 

memilih menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa penagih hutang 

atau debt collector. 

2. Pendekatan Komunikasi Secara Persuasif Untuk Mengingatkan 

Debitur 

Sering kali pihak bank mendapat perlakuan tidak 

mengenakkan dari para debiturnya ketika melakukan penagihan 

hutang yang di mana itu adalah kewajiban seorang debitur 

membayarkan hutangnya. Maka dari itu pihak bank memilih 

menggunakan pendekatan komunikasi secara persuasif, yang artinya 

adalah sebuah cara mengajak atau imbauan yang dilakukan dengan 

sangat halus. Pihak bank melakukan pendekatan komunikasi secara 

persuasif dalam menjalankan tugasnya menagih para debitur yang 

telah melakukan tunggakan kreditnya. Cara ini digunakan oleh pihak 

bank untuk mengingatkan bahwasanya yang bersangkutan atau 

debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsurannya, 

karena debitur sudah mendapat pinjaman kreditnya di awal.  
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Cara ini dilakukan supaya para debitur nyaman dengan 

adanya pihak bank karena melakukan pendekatan persuasif yang 

mana itu dilakukan dengan sangat halus, pihak bank juga melakukan 

cara ini supaya tidak terjadi konflik antara pihak bank dengan 

debitur, serta pihak bank juga memerhatikan prinsip teknik dalam 

berkomunikasi yaitu komunikasi yang jelas dan baik terhadap 

debitur, karena akan membuat yang bersangkutan atau debitur 

menjadi lebih perhatian dan menghargai apa yang dibicarakan oleh 

kreditur. 

3. Dilakukannya Penyegelan Jaminan Sampai Lelang 

Debitur yang akan kredit di Bank Mandiri Cabang Slawi 

dengan limit kredit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

maka kredit itu dipasangi pengikatan Hak Tanggungan yang dibuat 

oleh Notaris rekanan Bank Mandiri Cabang Slawi, nantinya di 

sertifikat yang diagungkan akan ditempeli Hak Tanggungan atas 

nama Bank Mandiri Cabang Slawi. Tetapi, pihak kredit Bank 

Mandiri sering menjumpai debitur yang tidak melaksanakan 

kewajibannya dalam membayar angsuran selama berbulan-bulan, 

hal ini mungkin dipengaruhi oleh keadaan ekonomi debitur.  

Apabila terjadi wanprestasi atau debitur mengalami kendala 

bayar tersebut selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak bank atau 

kreditur berhak melakukan penyegelan jaminan sertifikat tanah 
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debitur, bahkan pihak bank berhak sampai mengajukan ke tahapan 

lelang. Hal ini dilakukan karena Bank Mandiri sudah dibekali 

dengan pengikatan Hak Tanggungan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl penelitian mengenail prinsip kehatil-hatian bankl 

dalam pemberianl kredit denganl jaminan hakl atas tanahl dan denganl 

menjadikan Bankl Mandiri Cabangl Slawi sebagail objek lpenelitian, maka 

dapatl diambil kesimpulanl sebagai lberikut: 

1. Bankl Mandiri Cabangl Slawi tentunyal menerapkan prinsipl kehati-

hatianl dalam pemberianl kredit kepadal debiturnya, sepertil halnya 

yangl tercantum padal Undang-Undangl No.10l Tahun 1998l tentang 

Perbankanl yang manal isi dalaml Undang-Undangl tersebut 

mengamanatkanl agar bankl senantiasa berpegangl pada prinsipl kehati-

hatianl dalam melaksanakanl kegiatan lusahanya, termasuk dalaml 

memberikan kreditl kepada ldebitur. Prinsip kehatil-hatian diterapkanl 

oleh pihakl bank daril tahap awall debitur mengajukanl kredit sampail 

kredit itul selesai ataul lunas, dengan diterapkannya prinsip tersebut 

maka baik pihak kreditur maupun debitur mendapatkan kesejahteraan 

bersama pada akhirnya. 

2. Hambatan dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah 

yang terjadi di bank adalah karena adanya pihak debitur yang lalai 

terhadap kewajibannya atau wanprestasi, pihak bank sering mendapat 
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kesulitan dalam menagih debiturnya karena mungkin terkendala 

dengan keuangan yang belum cukup. Dengan terjadinya hal yang 

demikian, maka pihak Bank Mandiri Cabang Slawi mempunyai cara 

dengan bekerja sama dengan jasa debt collector, yang mana debt 

collector itu bertugas menagih para debitur yang melakukan 

wanprestasi mulai dari terlambat hari sampai bulan atau sampai 

kreditnya macet. Selain menggunakan cara tersebut, bank juga 

mempunyai cara dengan dilakukannya pendekatan secara persuasif 

yang bertujuan untuk mengingatkan debitur, cara ini juga terbilanng 

ampuh karena debitur atau yang bersangkutan lebih mengerti dan 

memahami apa yang pihak bank bicarakan. Ketika debitur yang 

melakukan kredit dengan limit di atas ratusan juta rupiah dan tidak 

sanggup membayarnya sampai tanggal jatuh tempo, maka pihak bank 

berhak melakukan penyegelan sampai pelelangan atas jaminan yang 

telah diserahkan debitur, karena pihak bank sudah dibekali dengan 

pengikatan Hak Tanggungan pada awal disetujuinya kredit tersebut. 

B. Saran 

1. Diharapkanl pihak Bankl Mandiri Cabangl Slawi dalaml memberikan 

kreditl harus benarl-benar memperhatikanl prinsip kehatil-hatian 

pemberianl kredit dengan jaminan hak atas tanag agarl kejadian sepertil 

wanprestasi sampail kredit macetl itu tidakl akan terjadil lagi, denganl 

cara melakukanl penilaian terhadapl kepribadian ataul watak calonl 

debitur, lmodal, kemampuan danl kondisi keuanganl calon lnasabah. 



67 

 

2. Dilakukannyal peningkatan kemampuanl dan kecakapanl petugas bankl 

yang bekerjal  pada bidangl kredit dalaml hal pengelolaanl dan 

menganalisisl kredit. Hall ini sangatl penting yangl bertujuan untukl 

mengurangi risikol bank dalaml pemberian lkredit dengan jaminan hak 

atas tanah. Untuk debiturl senantiasa dimohonl untuk mencerminkanl 

kepribadian yangl baik denganl melakukan pembayaranl kredit tepatl 

pada lwaktunya. 
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